BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa dalam laporan Kinerja (LKj) tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, dimana pembangunan diarahkan untuk mendukung laju perekonomian dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada.
Selain pada RPJMD Kabupaten Gowa, pembangunan sektor Koperasi dan UKM di Kabupaten Gowa juga mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra) dinas yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa. Renstra menetapkan tahapan pembangunan yang ingin dicapai sesuai jangka waktu yang telah direncanakan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dengan Sasaran yang ingin dicapai 
1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dengan indikator jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasar RAT, Volume Usaha dan Asset di bagi jumlah koperasi aktif
2. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha  dengan indikator jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan  

Dengan mempertimbangkan rencana dan tujuan pembangunan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 sektor Koperasi dan UKM, maka potensi sumberdaya Koperasi dan UKM diarahkan pada pembangunan peningkatan jumlah Koperasi berprestasi  dan  peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha tersebar 18 kecamatan.
1.2.  Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa, Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, tanggal 22 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016.
Untuk lebih jelasnya, susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa dalam bentuk struktur organisasi dapat di lihat pada gambar berikut :
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1.3.  Jumlah Personil
Jumlah personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) orang yang terdiri atas :
· Kepala Dinas          : 1 (satu) orang
· Jumlah Pegawai	: 21 Orang
	Pegawai Struktural	:16 Orang
Berdasarkan Eselon	
Eselon II	:   1 Orang
Eselon III	:   4 Orang
Eselon IV	: 11 Orang


1.4. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, yaitu: melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang Koperasi dan UKM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa mempunyai fungsi;
1. Perumusan kebijakan teknis dan program operasional Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM;
1. Penyusunan Pedoman tentang Kelembagaan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah serta memfasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
1. Pelaksanaan tugas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro,  Kecil dan Menengah;
1. Pelaksanaan urusan Sekretariatan Dinas;

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa sesuai peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 adalah sebagai berikut:

“Dinas Koperasi dan UKM  mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang koperasi dan UKM berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan “.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi;
1. Perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi bidang pemberdayaan Koperasi, bidang kelembagaan Koperasi, dan bidang pemberdayaan UKM, serta bidang Fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
1. Penyusunan pedoman teknis kelembagaan dan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta memfasilitasi pembiayaan/pemodalan dan simpan pinjam;
1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kelembagaan koperasi, pemberdayaan usaha koperasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam koperasi dan UKM serta Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM;
1. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi dan UKM Kab. Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor  18  Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  Kab. Gowa dan Keputusan  Bupati Nomor 11  Tahun 2021  tentang Tugas Pokok, Fungsi  dan Rincian Tugas Jabatan Struktur pada Dinas Koperasi dan UKM .

1. Susunan  Organisasi  Dinas, terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
1. Sekretariat;
1. Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
0. Seksi Advokasi dan Hukum Koperasi
0. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Koperasi
0. Seksi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Koperasi
1. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam
1. Seksi Penilaian dan Pembiayaan
1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan
1. Seksi Simpan Pinjam
1. Bidang Pemberdayaan UKM
1. Seksi Kemitraan
1. Seksi Pengembangan UKM
1. Seksi Promosi
1. Jabatan Fungsional.
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Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UKM
Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Gowa hingga akhir tahun 2020 berjumlah 21 orang,
dengan rincian 21 orang berstatus PNS (100 persen). Dari total tersebut, 31 persen berjenis kelamin laki-laki dan 69 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 14 (Delapan belas) orang dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Gowa. Sedangkan yang berpendidikan  SMU masing – masing sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan berpendidikan  terakhir S2 sebanyak 6 (enam) orang.

Tabel Struktur SDM Di Lingkungan Dinas Koperasi &UKM Kab. Gowa




Tabel  Struktur Berdasarkan Eselon dan Golongan




Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari eselon  dan golongan menunjukan sebaran yang relatif merata sesuai dengan kebutuhan. Menurut eselonnya, sebagian besar pegawai merupakan eselon IV (11 orang). Sedangkan pegawai lainnya mempunyai eselon III    (4 orang) dan II (1 orang). Selanjutnya berdasarkan golongannya, sebagian besar pegawai mempunyai golongan III (14 orang), Golongan II (1 orang) diikuti oleh   dan golongan IV sebesar 6 orang.


BAB.  II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Visi dan Misii Bupati Kabupaten Gowa 2021– 2026
        Visi, Misi  Bupati Gowa

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah dituangkan dalam RPJMD dijabarkan dari visi daerah tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD. Visi Kabupaten Gowa yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah “terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik”. Visi tersebut mengandung makna filosofis sebagai berikut:

1. Masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing: terwujudnya masyarakat gowa yang lebih cerdas, sehat, religius, berkemampuan ekonomi, mampu memecahkan masalah sendiri dengan sumber daya yang ada serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
1. Tata kelola pemerintahan yang baik: meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

          Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi interkoneksitas antar wilayah dan sektor.
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.
1. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan secara partisipatif.







Adapun sasaran terukur yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli serta menurunnya disparitas kesejahteraan masyarakat meliputi angka kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan gender, dan indeks pemberdayaan gender.
1. Meningkatnya perekonomian daerah dan masyarakat, meliputi nilai PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, ketahanan pangan, komoditas unggulan daerah, dan UKM unggulan.
1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan, meliputi jalan, jembatan, air bersih, drainase, irigasi teknis, embung dan persampahan.
1. Meningkatnya kualitas layanan publik, kapasitas birokrasi dan pemerintahan yang bersih, meliputi standar pelayanan minimal, indeks kepuasan masyarakat, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, manajemen SDM, e-government, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, e-procurement, serta akuntabilitas keuangan dan asset.
1. Meningkatnya pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan, meliputi meningkatnya kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, jangkauan pelayanan publik semakin dekat, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditempuh
    beberapa strategi dan kebijakan sebagai berikut:
1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.
Pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan melalui kebijakan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, serta keberpihakan pada masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya.
1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal melalui kebijakan pemanfaatan sumber daya ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan daerah, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, serta mendorong terwujudnya ketahanan pangan.
1. Percepatan pembangunan kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan.
Percepatan pembangunan kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh dan interkoneksitas antar wilayah, pembangunan infrastruktur perkotaan sebagai hunian yang nyaman, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di perdesaan. 
1. Peningkatan sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Peningkatan sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dilakukan melalui kebijakan peningkatan kemitraan dan sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya menerapkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dengan meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kapasitas birokrasi, dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, serta mendorong terwujudnya desa mandiri. 
1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil-hasil pembangunan. Untuk itu perlu dibuka ruang partisipasi yang luas terutama bagi kelompok masyarakat miskin, pemuda, perempuan dan anak dan kelompok marginal lainnya. Partisipasi tersebut dapat berupa kehadiran dalam Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, sumbangan tenaga kerja dalam kerja bakti atau gotong – royong, sumbangan material, serta sumbangan pemikiran, ide dan gagasan bahkan kritikan.

2.2   Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi
Presiden menetapkan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang perlu dilaksanakan dalam rangka membangun jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai berikut :
0. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 
0. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 
0. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
0. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
0. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 
0. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 
0. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
0. Melakukan revolusi karakter bangsa. 
0. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 
Dari sembilan agenda prioritas Presiden tersebut di atas, tiga Nawa Cita
menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2020, yaitu:
Agenda ke-2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:
· Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik.
· Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik.
· Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.
Agenda ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:
· Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.
· Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah.
· Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belumtergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.
Agenda ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk :
· Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UKM.
Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu:
Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.
Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2020. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain: 
0. Peningkatan kompetensi UKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
0. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
0. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
0. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat; 
0. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya; 
0. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan 
0. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.
Sasaran strategis kementerian Koperasi
1. Meningkatnya kontribusi UKM dan Koperasi dalam perekonomian.
1. Meningkatnya daya saing UKM.
1. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif.
1. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha Koperasi.

Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Selatan

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran dari Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :
Visi:
“MENJADIKAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (KUKM) SEBAGAI PILAR UTAMA PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN “
Misi:
1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi perekonomian masyarakat.
1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) untuk menjadi tumpuan harapan hidup, mempunyai kebanggaan dengan menjalankan usaha sesuai dengan aturan agar menjadi lebih produktif.
Tujuan:
1. Meningkatkan jumlah Koperasi yang berkualitas.
1. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam perekonomian daerah.
1. Mengembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) berdasarkan kondisi kekinian.
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM).
1. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pemasaran produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).
1. Meningkatkan legalitas dan kualitas produk bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).
1. Meningkatkan jaringan pemasaran, promosi dan pameran dalam dan luar negeri.
1. Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM).
1. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga penjaminan kredit daerah.
1. Meningkatkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta menumbuhkembangkan wirausaha baru/pemula yang inovatif.
1. Menyediakan regulasi yang berpihak pada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM).
Sasaran:
1. Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana (mandiri). 
1. Meningkatkan jumlah produk baru yang terfasilitasi perizinan.
1. Meningkatnya jumlah wirausaha baru.
1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif.
1. Meningkatnya jumlah koperasi skala besar.
1. Meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi usaha besar.
1. Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah. 
1. Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang dapat mengakses lembaga keuangan. 
1. Meningkatnya jumlah pengelola koperasi dan UKM yang terfasilitasi Diklat tekhnis. 


          Telaahan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.
RTRWK berfungsi sebagai:
1. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
1. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. 
Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:
1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
1. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
1. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
1. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
1. penataan ruang kawasan strategis kota.

Rekomendasi KLHS pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, yaitu :
1. Penerapan regulasi dibidang lingkungan hidup bagi setiap UKM yang tertuang pada RPJMD Bab VI sasaran 15 yaitu meningkatnya pengembangan Koperasi, UKM dan ekonomi kreatif.
1. Sosialisasi bagi pelaku UKM tentang pengelolaan UKM yang berbasis lingkungan. 




Penentuan isu - isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap factor-faktor penghambat dan pendukung terkait pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) Kabupaten Gowa, yaitu :
1. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUKM untuk menghadapi perkembangan IPTEK  dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
1. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk KUKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi, dan terbatasnya permodalan.
1. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yang dilakukan kurang maksimal.
1. Belum optimalnya kemampuan desain dan packing.
1. Terbatasnya pemasaran produk KUKM dan IKM.


2.3. Keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gowa untuk Dinas Koperasi dan UKM

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Adapun Misi yang terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM tersebut adalah Misi ke 2 dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan”.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN GOWA.
Dimaknakan sebagai kondisi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi tumpuan perekonomian rakyat dari hulu ke hilir  dalam bidang produksi dan sumber daya manusia. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah Koperasi dan UKM yang menjadi  berkualitas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gowa.

Keterkaitan Misi Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2021-2026 sebagai berikut :
1. Tujuan Daerah Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber 
    daya local dan sector unggulan daerah  dengan indikator tujuan 
    pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

2. Sasaran Daerah meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah 
     sector komoditas unggulan daerah, dengan indikator sasaran 
     pertumbuhan sector unggulan dalam PDRB


3.Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM
Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran yang ditentukan untuk dicapai tahun 2021- 2026 sebagai berikut :
Tujuan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sector UMKM.
Indikator Tujuan
Nilai PDRB sector UMKM

Sasaran
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

Indikator Sasaran
Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha 






Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi UKM diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Penyusunan strategi didasarkan dengan kondisi internal dinas koperasi dan UKM yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi ekternal terkait peluang dan tantangan. Selain itu, penyusunan strategi dan kebijakan SKPD ini diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026. Strategi dinas koperasi dan UKM dapat dilihat sebagai berikut:
Strategi :
1. Meningkatkan  Motivasi masyarakat  terhadap Koperasi  dan UKM.
1. Meningkatkan  SDM dan kelembagaan koperasi  dan UKM.
1. Meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM yang memiliki akses kemitraan. 
1. Meningkatkan produk KUKM unggulan. 




Kebijakan :
1. Peningkatan ketatalaksanaan penyuluhan koperasi serta Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelatihan. 
1. Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan legalisasi KUKM.
1. Peningkatan pengembangan kerjasama KUKM dan informasi bisnis serta pengembangan pemasaran. 
1. Peningkatan akses KUKM di pihak ketiga serta Peningkatan produk KUKM yang mempunyai pangsa pasar. 



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 
Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan. Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2021 dan proyeksi capaian tahun 2017. Target kinerja program/ kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun renstra menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/ kegiatan yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari capaian setiap tahunnya. 
0. Rencana Program
Program-program pembinaan dan pengawasan menyesuaikan dengan program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Dinas Koperasi dan UKM yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM, program-program tersebut adalah sebagai berikut :

Adapun program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
1. Program Penilaian Kesehatan KSP /USP Koperasi.
1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
1. Program Pengembangan  UMKM


1. Rencana Kegiatan
Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Dinas Koperasi dan UKM yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pada Program Prioritas
1).Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 2
(dua) kegiatan sebagai berikut:
   1).Penerbitan izin usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi 
       dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan izin usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
   2).Penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan  Kantor Kas 
       Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam 
       Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,Cabang Pembantu dan  Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

          2).Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 
1 (satu) kegiatan  sebagai berikut :
              1.Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit 
                 Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah 
                 Kabupaten /Kota
                      -Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan 
                       perundang-undangan  Kewenangan Kabupaten/Kota.
    3).Program Penilaian KSP/USP Koperasi  terdiri dari 1 (satu) 
        kegiatan sebagai berikut :
             1.  Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit    
                  SimpanPinjam Koperasi  yang wilayah Keanggotaannya 
                  dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota
                        -Pelaksanaan Penilaian Kesehatan   KSP / USP     Koperasi       
                         KewenanganKabupaten/Kota.

          4)Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1 
             (satu) kegiatan sebagai berikut :
            1.Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang 
               wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota
                      -Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian 
                       serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
                       Kabupaten/Kota.

          5)Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdiri dari 
             1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
             1.Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya            
                dalam Daerah Kabupaten /Kota
                       -Pemberdayaan peningkatan Produktivitas, nilai Tambah, 
                        Akses pasar, Akses Pembiayaan, penguatan kelembagaan, 
                        penataan manajemen, standarisasi, rekstrukturisasi usaha 
                        Koperasi kewenangan Kabupaten /   Kota.             
         6).Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan 
             Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 3 (satu) kegiatan  sebagai 
             berikut :
                        Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui 
                        Pendataan, Kemitraan,Kemudahan perizinan, penguatan 
                        Kelembagaan dan koordinasi dengan para  
                        pemangku kepentingan.
            1.  Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
            2.  Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro
            3.  Pemberdayaan kelembagaan potensi danpengembangan usaha mikro
       7). Program Pengembangan UMKMi terdiri dari 1 (satu) 
            kegiatan sebagai berikut :
            1.Pengembangan usaha mikro dengan orientasi 
               peningkatan skala usahamenjadi usaha kecil.            
                         -Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam 
                          pengembangan produsi dan pengolahan, pemasaran, 
                          SDM, serta desain dan teknologi. 


2. Kegiatan pada Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
         Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2    
         (dua) kegiatan :
               1. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD
               2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan 
                   Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
         Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) 
         kegiatan :
  1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
  3. Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir 
      Tahun SKPD  

          Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri 1 (satu) 
          kegiatan :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan :
     1. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan 
         bangunan kantor
               2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
               3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
                   undangan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerahterdiri dari 1 (satu) kegiatan :. 
1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri 
2 (dua) kegiatan :
              1.  Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
              2.  Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah  yang terdiri 3 (tiga) kegiatan :
              1.  Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya ppemeliharaan dan 
                   pajak kendaraan
                   Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
    2.  Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
    3.  Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan 
         lainnya

1. Indikator Kinerja
Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa berdasarkan program dan kegiatan dapat digambarkan pada tabel 5.1 yang terlampir sebagai kesatuan dari Renstra ini.











Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa




Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, telah memuat beberapa Indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan Indikator yang harus dicapai selama tahun 2021 hingga tahun 2026 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima. 
Pada bagian ini dikemukakan Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa mendukung tercapainya tujuan meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
Berikut ini Tabel Indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.













TabelIndikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Gowa pada tahun 2021-2026. 
Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.
Rencana Program Strategis Dinas Koperasi dan UKM ini merupakan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada periode tahun 2021-2026, tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Koperasi dan UKM.
 Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM di kabupaten Gowa. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.
 Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi,dengan demikian, dokumen perencanaan ini memilki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana program pembangunan daerah pada masa transisi, yang diperlukan bagi penyusunan rancangan anggaran dan belanja daerah (RAPBD) pada masa transisi serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati terpilih hasil Pemilukada maka perlu disusun program – program pembangunan pada masa transisi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah – masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2026.   
Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM diharapkan akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan UKM, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan. Khususnya dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan koperasi dan UKM di Kabupaten Gowa.


2.4. Rencana Kerja Tahun 2023
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
	Dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan yang mengacu pada Permendagri No. 90. Untuk Tahun 2026 Prioritas sebagai berikut :

Adapun program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :
          1.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
               Gowa.
               -Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
                Daerah
-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
-Administrasi Umum Perangkat Daerah
-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
 Pemerintah Daerah
-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
 Pemerintah Daerah
1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kacil dan Usaha Mikro (UMKM)
1. Program Pemberdayaan UMKM






Rencana Kegiatan
Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Dinas Koperasi dan UKM yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:


1.  Program Prioritas
Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Gowa untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kacil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pemberdayaan UMKM


2.  Program Penunjang
Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Gowa untuk tahun 2021 - 2026 juga didukung dengan program penunjang antara lain :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
-Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
 Daerah
-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
-Administrasi Umum Perangkat Daerah
-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
 Pemerintah Daerah
-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
 Pemerintah Daerah  

3. Kegiatan pada Program Prioritas
1).Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 2
    (dua) kegiatan sebagai berikut:
     1).Penerbitan izin usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi 
dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan izin usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
      2).Penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang 
Pembantu dan  Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk 
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,Cabang Pembantu dan  Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

           2).Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 
1 (satu) kegiatan  sebagai berikut :
1.  Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi 

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang 
wilayah Keanggotaannya dalam Daerah 

Kabupaten /Kota
                -Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan 
perundang-undangan  Kewenangan Kabupaten/Kota.
3).Program Penilaian KSP/USP Koperasi  terdiri dari 1 (satu) 
kegiatan sebagai berikut :
          1.  Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit    

SimpanPinjam Koperasi  yang wilayah Keanggotaannya 
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota
 -Pelaksanaan Penilaian Kesehatan   KSP / USP     Koperasi       
KewenanganKabupaten/Kota.

4)Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1 
(satu) kegiatan sebagai berikut :
           1.Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang 
wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota
                -Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian 
serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
                 Kabupaten/Kota.

  5)Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdiri dari 
1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
1.Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah 
keanggotaannya            
                dalam Daerah Kabupaten /Kota
                -Pemberdayaan peningkatan Produktivitas, nilai Tambah, 
Akses pasar, Akses Pembiayaan, penguatan kelembagaan, 
penataan manajemen, standarisasi, rekstrukturisasi usaha 
Koperasi kewenangan Kabupaten /   Kota.             
     6).Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan 
Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 3 (satu) kegiatan  sebagai 
berikut :
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui 
Pendataan, Kemitraan,Kemudahan perizinan, enguatan 
Kelembagaan dan koordinasi dengan para  
pemangku kepentingan.
1.  Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
2.  Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro
3.Pemberdayaan kelembagaan potensi dan 
pengembangan usaha mikro
     7). Program Pengembangan UMKMi terdiri dari 1 (satu) 
kegiatan sebagai berikut :
1.Pengembangan usaha mikro dengan orientasi 
peningkatan skala usahamenjadi usaha kecil.            
-Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam 
                          pengembangan produsi dan pengolahan, pemasaran, 
SDM, serta desain dan teknologi. 


4. Kegiatan pada Program Penunjang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
0. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) kegiatan :
               1. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD
               2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) 
kegiatan :
  1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
  3. Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir 
Tahun SKPD  

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri 1 (satu) 
kegiatan :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan :
     1. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor
               2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerahterdiri dari 1 (satu) kegiatan :. 
1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri 
2 (dua) kegiatan :
              1.  Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
              2.  Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah
  yang terdiri 3 (tiga) kegiatan :
              1.  Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya ppemeliharaan dan 
pajak kendaraan
                   Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
  2.  Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
   3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan 
lainnya

2.5.   Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Sesuai perjanjiankinerja tahun 2021 yang tertuang rencana kinerja program tahun 2020, dengan mengacu pada Renstra tahun 2021 – 2026, maka perjanjian kinerja tahun 2021 meliputi:

 Tabel 1. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
                tahun 2021

	No
	Sasaran 
	Indikator Kinerja 
	Satuan
	Target

	1
	2
	3
	4
	5

	Misi 1. Meningkatkan Pelayanan Koperasi dan UKM

	1
	Meningkatkan jumlah UKM Unggulan
	a.Akses ke Lembaga Permodalan
	Unit
	37

	 
	
	b. Jumlah lembaga Pra Koperasi
	Unit
	38

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Misi 2. Meningkatkan jumlah UKM Unggulan

	2
	Meningkatnya Koperasi Aktif
	a.Jumlah UKM Unggulan
	Unit
	20

	 
	
	b. Jumlah UKM yang mengelolah bahan baku local
	Unit
	10

	Misi 3. Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mengakses ke Lembaga Keuangan

	
	Meningkatnya Koperasi Aktif
	a. Jumlah Koperasi Aktif
	    Unit
	535

	 
	
	b. Jumlah Koperasi berkualitas
	Unit
	     400

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Misi 4. Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif

	3
	Meningkatnya Nilai investasi
	a. Cakupan pembinaan UKM dan Penerapan Teknologi Tepat Guna
b. Meningkatnya luas lahan yang bersertifikat bagi UKM
	Unit


Unt
	10


100




































BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian KinerjaOrganisasi Tahun 2021
Dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2021 yang didasarkan pada PP Nomor. 108 Tahun 2000 ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak).
Indikator kinerja masukan yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah dan tenaga kerja/SDM dengan satuan orang.  Indikator kinerja hasil yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja yang diukur dalam laporan ini adalah dengan membandingkan capaian kinerja dengan kinerja yang direncanakan untuk tahun 2021.
Capaian kinerja sasaran strategik tahun 2021 menunjukkan tingkat capaian yang optimal,dari sasaran strategik yang direncanakan, indikator hasil kerja (output) dan sasaran (outcome), serta masukan (input), dan sumber daya manusia.Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa dengan capaian kinerja sebagai berikut
:





a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Rumus
	
	Capaian (%)

	
Meningkatnya
Pengembangan
Koperasi dan UMKM







	
-Prosentase UKM Unggulan





-Prosentase Koperasi Aktif
	

%





%

	

288 / 225





136 / 522


	

X 100%





X 100%

	

128,00





26.05





Peningkatan prosentase dari sasaran strategis dengan Indikator umkm Unggulan dari Realissi Akhir Tahun berjalan 2021 kinerja tahunan  sudah mencapai 128,00 % diatas nilai 100 %  sedangkan indikator prosentase koperasi aktif 26,05% belum maksimal dikarenakan  Koperasi selalu diadakan pembenahan Koperasi yang tidak aktif dibekukan sekitar 73,95 %  unit koperasi akan di usulkan untuk pembinaan amalgamasi,pembubaran dan pembekuan Koperasi pada pendataan,  karena berdampak untuk pembebanan pembinaan APBD, jadi masih tinggi pembandingnya. 

b.. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir


Tabel.3.2 Perbandingan antara capaian kinerjaTahun 2021 dengan Tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir



	Indikator Kinerja
	Capaian (%)

	
	2016
Target
	2016
Capai
(%)
	2017
Target
	2017
Capai
(%)
	2018
Target
	2018
Capai
(%)

	1
	Jumlah UKM Unggulan
	25
	104
	30
	166,7
	35
	71

	2
	Jumlah Koperasi Aktif
	439
	102.96
	454
	99,78
	484
	96

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator Kinerja
	                            Realisasi Kinerja

	
	2019
Target
	2019
Capaian (%)
	2020
Target
	2020
Capaian(%)
	2021
Target
	2021
Capaian(%)

	1
	Jumlah UKM Unggulan
	37
	122
	40
	150
	21
	410

	2
	Jumlah Koperasi Aktif
	504
	90
	520
	105,58
	535
	25,42

	
	
	



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	








c.. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 
     target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 
     perencanaan perencanaan strategi organisasi


Tabel.3.3 Perbandingan kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah





	No
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Kondisi kinerja target jangka menengah
	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2021
	Capaian (%)

	1
	Jumlah UKM Unggulan
	Unit
	225
	288
	128,00

	2
	Jumlah Koperasi Aktif
	Unit
	136
	522
	26,05

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	







	
	
	
	
	

	
	
	



	
	
	









3.2.. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
        penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pada sasaran pengelolaan sumber   daya Koperasi dan UKM untuk peningkatan Koperasi dan UKM ini didukung ;

1. Meningkatnya koperasi Aktif
Target terdapat indikator sasaran dengan dengan ketiga tabel diatas Indikator Program kegiatan rata-rata capaian tecapai di bawah 100 %  taget capaian,di karenakan di lakukan pendataan dengan RAT, Asset dan Volume usaha ternyata hanya 136 unit yang dapat masuk kategori aktif

2..Meningkatnya Pembinaan UMKM di 18 Kecamatan.
Target terdapat  indikator sasaran dengan  Indikator kinerja prosentase UKM Unggulan capaian meningkat diatas 100 %  keuangan dan taget dan capaian,

Peningkatan lainnya yang menunjang sasaran Koperasi dan UKM
	Peningkatan Nilai investasi UKM. Target terdapat 1 indikator    tercapai 100 %  dengan 1 indikator tidak tercapai koperasi berkualitas  dengan  pendataan ulang  tahun 2021 tidak mencapai diatas 100 %
Demikian juga akses permodalan yang di ikutkan ke bantuan  permodalan dikirim 99 UKM hanya terjaring sebesar 6 unit UKM dengan rata – rata permodalan RP. 7.000.000,- dan juga pembentukan pra koperasi yang direncanakan 38 unit yang terbentuk hanya 6 unit Koperasi masih dibawah dari rencana yang ditetapkan 
	Namun dari program penunjang secara keseluruhan dalam RPJMD lima tahunan masih tercapai dari  yang direncanakan.  

Meningkatkan pelayanan Administrasi perkantoran.Target terdapat 4 indikator sasaran  Program kegiatan rata-rata capaian 100 %  keuangan dan taget dan capaian, sedangkan yang tidak tercapai hanya 73 % keuangan karena ada penghematan pada penggunaan listrik, PDAM dan Telpon.. Membaiknya disiplin, kualitas pelayanan dan kinerja aparatur.Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan suatukedisiplinan yang tinggi. Oleh karena itu dalam suatu institut/organisasi harus menciptakandisiplin kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan yang baik. Dalam suatuintitut/organisasi disiplin kerja sangat dibutuhkan, sebab tanpa disiplin kerja yang baik tidakakan dapat menghasilkan suatu hasil yang baik dalam pencapaian tujuan bersamaPegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahdalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta profesionalisme aparatur target kinerjanya antara lain cakupan pelayanan administrasi perkantoran, cakupan sarana dan prasaranaa dalam kondisi baik, indeks kehadiran aparatur dapat meningkat serta prosentase ketersediaan informasi capaian kinerja dan keuangandiharapkan dapat mencapai 100 %. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran kinerja bagian sekretariat pada tahun anggaran 2021 adalah :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta Telepon.
2. Penyediaan jasa admninistrasi keuangan
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
5. Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
9. Peny. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
10. Penyusunan Dokumen perencanaan dan Penganggaran
11. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Dari kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran kinerja tersebut untuk kedepannya sarana-prasarana aparatur sangat diharapkan untuk dapat ditingkatkan pengadaannya  sehingga disiplin dan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur dapat meningkat.

Adapun Kegiatan-Kegiatan yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKabupaten Gowa pada Tahun 2021 adalah :


Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas terdapat permasalahan-permasalahanyang muncul antara lain: 
1. Jumlah dan kualitas aparat belum memadai sesuai dengan standar yang diharapkan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang dimilki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mengembang tugas dengan jangkauan wilayah yang luas dan tersebar
3.  Belum maksimalnya kesadaran masyarakat Koperasi dan UKM dalam pemanfaatan teknologi 
4. Terbatasnya data identifikasi Koperasi dan UKM potensial
5. Kesadaran kelompok untuk memamfaatkan teknologi yang diberikan masih rendah
6. Rendahnya tingkat perguliran atau  bantuan pemerintah
7. Target pembinaan usaha bagi pelaku usaha tidak tercapai karena anggaran sangat terbatas
8. Pembinaan pada pelaku usaha pengolah dan pemasaran hasil  terbatas terutama bantuan peralatan

Adapun saran untuk solusi untuk tindak lanjut perbaikan di tahun depan adalah :
1. Mengikut sertakan aparat dalam berbagai pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing
2. Diperlukan penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan terutama kendaraan operasional
3. Dibutuhkan sosialisasi yang makin terfokus secara kontinyu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa/keluarahan, kecamatan dan instansi terkait 
4. Perlu kegiatan pendataan bidang yang lebih baik, terstruktur yang didukung dengan kesiapan dana dan sumber daya petugas pendata
5. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok dalam memamfaatkan teknologi  melalui studi banding
6. Meningkatkan kapasitas pelayanan dengan memaksimalkan efektifitas fasilitas pelayanan 
7. Diperlukan tambahan anggaran untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM), pelaku usaha terutama pengolahan dan pemasaran hasil produksi
8. Penyebarluasan informasi serta promosi komoditas unggul melalui pameran, brosur dan media lainnya

4.3. Realisasi Anggaran
Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa 2021 dengan realisasi dana (input) mencapai  98.% untuk realisasi keuangan dan secara umum realisasi fisik dilapangan mencapai 100%. 
Implementasi untuk mewujudkan sasaran strategi, masing-masing bidang bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait.

a. Sekretaris
Target kinerja di bagian Sekretariat adalah penatausahaan keuangan yang sudah meningkat, sarana dan prasarana perkantoran dan suasana kerja sudah memadai, meningkatnya pelaporan-pelaporan dengan tepat waktu serta surat menyurat yang lancar.
Jumlah dana yang terserap untuk menyelenggarakan kegiatan guna mewujudkan  target kinerja tersebut selama tahun 2021 mencapai  Rp. 415.530.914,00 (Empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus empat belas rupiah),- dengan realisasi dana sebesar Rp. 407.220.295 atau 98,00% dari total dana yang direncanakan hasil kinerja yang  dicapai sekretariat meliputi :
1. Penyediaan Jasa komunikasi, Listrik dan Air selama 12 bulan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas, degan capaian pemeliharan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit, dan jasa perizinan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit serta kendaraan roda dua sebanyak 1 unit. 
3. Jasa Administrasi Keuangan, dengan capaian pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan sebanyak 15 orang 
4. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, yaitu pemeliharaan AC sebanyak 5 unit, computer 2 unit, serta laptop 2 unit dalam kondisi baik.
5. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor, yaitu Alat Tulis Kantor, alat-alat listrik dan elektronik, Perangko materai dan benda-benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dan penggandaan/foto copy. 
6. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah, yaitu melakukan rapat koordinasi dan atau konsultasi baik dalam daerah kabupaten maupun luar kabupaten 
7. Pelayanan Administrasi Ketatausahaan, yaitu melakukan pertemuan rutin . 
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, yaitu melakukan perbaikan terhadap kerusakan ringan gedung kantor.
9. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu, , dan pakaian olah raga dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia. Tidak digunakan karena Covid 19
10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD, yaitu menyusun laporan tahunan dinas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), Rencana Kerja (Renja), laporan fisik dan keuangan setiap bulan, dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA), sebanyak 3 dokumen. 
11. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan output sebanyak 1 dokumen.
12. Penyusunan Dokumen- Dokumen  Perencanaan, yaitu penyediaan data dan informasi tentang sektor Koperasi dan UKM sebanyak 3 dokumen.



	Tabel.3.5  : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Bidang Bidang  Tahun 2021 setelah diperuntukan covid  19  dari total anggaran sebagai berikut :

	
	
	
	
	
	

	No.
	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
	SUMBER DANA DAU (Rp)
	REALISASI PROYEK

	
	
	
	Fisik (%)
	KEUANGAN

	
	
	
	
	Rp.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Program Penunjang Urusan  Pemerintahan Kabupaten/Kota
	
	
	
	

	1
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD
	6.977.500
	  100,00 
	6.977.500
	      100,00

	2
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	               7.956.500
	100,00 
	7.956.500
	100,00

	3
	Penyediaan administrasi pelaksananaan tugas ASN
	181.576.190
	97,00 
	175.725.173
	97,00 

	4.
	Koordinasi dan penyusunanlaporan akhir tahun SKPD
	5.440.000
	100,00
	5.281.917
	97,00

	5
	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
	16.600.000
	100,00
	16.600.000
	100,00

	6
	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
	1.452.000
	100,00
	1.452.000
	100,00

	7
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	2.916.000
	  100,00 
	2.916.000
	100.00

	8
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	2.800.000
	  100,00 
	2.800.000
	   100,00 

	
	
	
	
	
	

	9
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
	10.476.730
	100.00
	10.476.730
	100,00

	10
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik
	19.672.643
	  73,00 
	14.414.985
	73,00

	11
	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor
	10.500.000
	100,00
	10.500.000
	100.00

	12
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
	54.160.950
	100.00
	42.458.295
	75.00

	
	
	
	
	
	

	
	






	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	13
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	    

1950000

	100.00
	1950000
	75.00

	14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	            
2,382,000
	100.00
	       
2,382,000
	100.00

	11
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

	
	
	
	

	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

	        12,932,000 

	100.00
	        12,932,000 

	100.00

	III
	PROGRAM PENDIDIKN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

	
	
	
	

	1
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

	        21,900,000 

	100.00
	        21,900,000 

	100.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	        

	
	        

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

	
	   
	
	

	1
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

	        
13,250,000
	  100,00 
	     
13,250,000
	100.00

	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	  
	
	   

	
	
	
	
	
	

	V
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

	
	
	
	

	1
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

	        
13,050,000
	100,00
	        
13,050,000
	100,00

	2
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

	        
71,700,000
	100,00
	     
70,700,000
	90,00

	VI
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

	
	
	
	

	1
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

	        
38,736,000
	100,00
	        
38,736,000
	100,00

	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah anggran
	415.530.914
	98.00
	407.220.295,72
	98.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	










Tahun Anggaran 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.Kabupaten Gowa untuk belanja tidak langsug mengelola anggaran sebesar Rp.2.570.804.046,00 bertambah/berkurang Rp. 10.476.730,00 jumlah anggaran setelah perunbahan Rp. 2.534.028.046,00 -untuk belanja langsung Rp. 2.079.232.880 bertambah/berkurang Rp. 10.476.730,00 untuk belanja modal dan barag / Jasa Rp. 454.795.166 jadi jumlah setelah perubahan  Rp. 2.544.504.776,- terdiri atas :
· Belanja tdk langsung	: Rp. 2.079.232.880,00
· Belanja Langsung	: Rp.    415.530.914,00
Realisasi :
1.Belanja Pegawai		  Rp         8.310.613,00,-
                  2.Belanja barang dan Jasa                 Rp.   396.744.295,00
                  3.Belanja Modal                                  Rp.   10.476.000,00
Setelah Perubahan :
1. Belanja Pegawai		  Rp.      8.310.613,00,
                  2.  Belanja barang dan Jasa              Rp.    396.744.295,00
                  3. Belanja Modal                                Rp.     10.476.000,00



BAB. IV
P E N U T U P
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2021 yakni:
1. Secara Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa telah dapat dilaksanakan/diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ukuran keberhasilan ataupun hasil kerja (Kinerja) atas pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewajiban diperoleh dari laporan Kinerja pada Bagian Sekretaris dan masing-masing Bidang yang melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran strategis.
3. Dari 15(lima belas ) kegiatan yang telah ditetapkan dengan jumlah dana sebesar Rp. 415.530.914,00 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 407.625.556,72- atau 98 % dari total dana yang direncanakan.
4. Capaian Kinerja ini merupakan hasil kerja dan komitmen seluruh komponen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tupoksi, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan.
4.2. Saran 
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada kesimpulan diatas maka disarankan :
1. Dibutuhkan kerjasama dari seluruh staf untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik.
2. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur untuk dapat menjadi aparat yang profesional dan akuntabel di bidang tugasnya.
3. Peningkatan kinerja aparat sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Demikian laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM untuk Tahun Anggaran 2021. 
                                  Sungguminasa, 8 Februari 2022
                                Kepala Dinas Koperasi dan UKM
                                       Kabupaten Gowa,


H.Andy Azis Peter, SH, M.Si
                              Pangkat :  Pembina TK.I 
NIP : 19720902 199303 1 003






KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja (LKj)  Dinas Koperasi dan Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa tahun 2021 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Dokumen Laporan Kinerja ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan penyempurnaan Indikator Kinerja  dan Program/Kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai Kinerja tersebut.

 Disadari sepenuhnya bahwa LKj ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan LKJ ini.

					Sungguminasa, 8 Februari  2022
                                                     Kepala Dinas Koperasi dan UKM
                                                             Kabupaten Gowa



H.Andy Azis Peter, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19720902 199303 1 003
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		NO		SKPD		URUSAN		JENIS DATA		SATUAN		CAPAIAN												PERMASALAHAN 		ISU STRATEGIS 		VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN 		INDIKATOR SASARAN 		SATUAN		TARGET 														STRATEGI 		ARAH KEBIJAKAN 		KEBIJAKAN UMUM		PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM 		RUMUS		SATUAN		TARGET 														PAGU INDIKATIF														KEGIATAN 		INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN)		SATUAN		TARGET														PAGU INDIKATIF 

												2010		2011		2012		2013		2014		2015																		5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021																5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021		5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021								5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021		5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		1		Dikorda		Pendidikan		Angka melek huruf		persen						82.5		83.11						- Rendahnya capaian ...		- Dimulainya MEA						- Meningkatkan		- Meningkatnya

								- sulsel		persen						88.73		89.73						- Rendahnya tingkat ...		- Bencana kekeringan						- Mengembangkan		- Menguatnya

								Angka harapan lama sekolah																- Masih tingginya kasus ...		- Meningkatnya beban fiskal Pemda						- Memprakarsai		- Naiknya

								- metode baru		persen		11.42		11.65		11.76		12.19		12.45				- Tingginya angka ...		- Besarnya dukungan Pempus thd ketahanan pangan						- Menyediakan		- Bertambahnya

								- sulsel		persen		11.47		11.82		12.16		12.52		12.9						- Maraknya pasar modern yg menggeser pasar tradisional						- Menjamin		- Turunnya

								Angka rata-rata lama sekolah																								- Menurunkan		- Berkurangnya

								- metode lama		tahun		6.67		6.83		7.23		7.24		7.37												- Memperluas

								- metode baru		tahun		6.34		6.5		6.52		6.74		6.99												- Merelokasikan

								- sulsel										7.45		7.49												- Memproduksi

								Angka partisipasi kasar																								- Memelihara

								Angka pendidikan yang ditamatkan																								- Merevitalisasi

								Angka partisipasi murni																								- Mengorientasikan

								- APM SD/MI/Paket A																								- Mentransformasikan

								- APM SD/MI/Paket B																								- Membangun

								- APM SD/MI/Paket C

								Pendidikan dasar:

								- Angka partisipasi sekolah

								- Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

								- Rasio guru/murid

								- Rasio guru/murid per kelas rata-rata

								Pendidikan menengah:

								- Angka partisipasi sekolah

								- Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

								- Rasio guru/murid

								- Rasio guru/murid per kelas rata-rata

								- Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

								Fasilitas pendidikan:

								- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

								- Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

								Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

								Angka putus sekolah:

								- Angka putus sekolah (APS) SD/MI

								- Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs

								- Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs

								Angka kelulusan:

								- Angka kelulusan (AL) SD/MI

								- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs

								- Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

								- Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

								- Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

								- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

				Dikorda		Kepemudaan dan olah raga		Jumlah klub olahraga

								Jumlah gedung olahraga

								Jumlah organisasi pemuda 

								Jumlah organisasi olahraga 

								Jumlah kegiatan kepemudaan 

								Jumlah kegiatan olahraga 

								Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

								Lapangan olahraga

		2		Dinkes		Kesehatan		Angka kelangsungan hidup bayi

								Angka usia harapan hidup

								metode lama		tahun		71.61		71.78		71.96		72.04																								71.61		71.78		71.96		72.04																						71.61		71.78		71.96		72.04

								metode baru		tahun		69.72		69.75		69.77		69.78		69.78																						69.72		69.75		69.77		69.78		69.78																				69.72		69.75		69.77		69.78		69.78

								sulsel										69.5		69.6																												69.5		69.6																										69.5		69.6

								Persentase balita gizi buruk																masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat										meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		angka harapan hidup

								Rasio posyandu per satuan balita

								Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

								Rasio rumah sakit per satuan penduduk

								Rasio dokter per satuan penduduk

								Rasio tenaga medis per satuan penduduk

								Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

								Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

								Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

								Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

								Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

								Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

								Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

								Cakupan kunjungan bayi

								Cakupan puskesmas

								Cakupan pembantu puskesmas

		3		RSUD Syekh Yusuf		Kesehatan

		4		Dinas PU		Pekerjaan umum dan penataan ruang		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 

								Rasio Jaringan Irigasi

								Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 

								Persentase rumah tinggal bersanitasi 

								Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 

								Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 

								Rasio rumah layak huni 

								Rasio permukiman layak huni 

								Panjang jalan dilalui Roda 4 

								Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) 

								Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

								Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air   ( minimal  1,5 m)

								Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

								Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

								Drainase  dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 

								Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 

								Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

								Ruang publik yang berubah peruntukannya 

				Dinas PU		Perumahan rakyat dan kawasan permukiman		Rumah tangga pengguna air bersih

								Rumah tangga pengguna listrik

								Rumah tangga ber-Sanitasi

								Lingkungan pemukiman kumuh

								Rumah layak huni

								Persentase Penduduk berakses air minum

								Persentase Luas pemukiman yang tertata

								Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

				Dinas PU (Kebersihan)		Lingkungan hidup		Persentase penanganan sampah 

								Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

		5		PSDA		Pekerjaan umum dan penataan ruang		Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota 

								Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

								Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 

								Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 

								Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun 

								Ketaatan terhadap RTRW 

								Luas wilayah produktif 

								Luas wilayah industri 

								Luas wilayah kebanjiran

								Luas wilayah kekeringan

								Luas wilayah perkotaan 

		6		Bakesbang		Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

								Kegiatan pembinaan politik daerah

		7		Satpol PP		Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 

								Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 

								Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

								Penegakan PERDA

								Cakupan patroli petugas Satpol PP

								Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

								Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

								Jumlah demo





		8		Dinsos, nakertrans		Sosial		Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

								PMKS yg memperoleh bantuan sosial

								Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

								Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

								Tingkat  waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

				Dinsos, nakertrans		Tenaga kerja		Angka partisipasi angkatan kerja 

								Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 

								Tingkat partisipasi angkatan kerja 

								Pencari kerja yang ditempatkan

								Tingkat pengangguran terbuka

								Keselamatan dan perlindungan

								Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

								Rasio lulusan S1/S2/S3

								Rasio ketergantungan

				Dinsos, nakertrans		Transmigrasi		Transmigran swakarsa 

								Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

		9		BKB dan PP		Pengendalian penduduk dan keluarga berencana		Rata-rata jumlah anak per keluarga 

								Rasio akseptor KB 

								Cakupan peserta KB aktif

								Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

				BKB dan PP		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 

								Partisipasi perempuan di lembaga swasta 

								Rasio KDRT 

								Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 

								Partisipasi angkatan kerja perempuan

								Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 

		10		Dinas Pertanian		Pangan

		11		KKP		Pangan		Regulasi ketahanan pangan

								Ketersediaan pangan utama 

		12		BLH		Lingkungan hidup		Pencemaran status mutu air

								Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

								Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

								Penegakan hukum lingkungan 

		13		Dinas Dukcapil		Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 

								Rasio bayi berakte kelahiran 

								Rasio pasangan berakte nikah 

								Kepemilikan KTP

								Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

								Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

								Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

		14		BPMPD		Pemberdayaan masyarakat dan desa		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

								Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 

								Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 

								Jumlah LSM 

								LPM  Berprestasi

								PKK aktif

								Posyandu aktif

								Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

								Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

								Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 

		15		Dishubkominfo		Perhubungan		 

								Rasio ijin trayek 

								Jumlah uji kir angkutan umum 

								Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 

								Angkutan darat 

								Kepemilikan KIR angkutan umum

								Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

								Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

								Pemasangan Rambu-rambu

				Dishubkominfo		Komunikasi dan informatika		Jumlah jaringan komunikasi 

								Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 

								Jumlah surat kabar nasional/lokal 

								Jumlah penyiaran radio/TV lokal 

								Web site milik pemerintah daerah

								Pameran/expo

		16		Dinas Koperasi dan UMKM		Koperasi, usaha kecil, dan menengah		Persentase koperasi aktif 

								Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 

								Jumlah BPR/LKM 

								Usaha Mikro dan Kecil 

		17		Disperindag		Perdagangan		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

								Ekspor Bersih Perdagangan

								Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

				Disperindag		Perindustrian		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

								Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

								Pertumbuhan Industri

								Cakupan bina kelompok pengrajin







				Disperindag		Penanaman modal

		18		Disbudpar		Kebudayaan		Jumlah grup kesenian

								Jumlah gedung kesenian

								Penyelenggaraan festival seni dan budaya

								Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

								Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

				Disbudpar		Pariwisata		Kunjungan wisata

								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

								Jenis, kelas, dan jumlah restoran 

								Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 

		19		Kantor PAPDE		Komunikasi dan informatika		Sistim Informasi Manajemen Pemda

						Perpustakaan		Jumlah perpustakaan

								Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 

								Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

				Kantor PAPDE		Kearsipan		Pengelolaan arsip secara baku 

								Peningkatan SDM  pengelola kearsipan

		20		Diskanlanak		Kelautan dan perikanan		Produksi perikanan

								Konsumsi ikan

								Cakupan bina kelompok nelayan

								Produksi perikanan kelompok nelayan

				Diskanlanak		Pangan

		21		Dinas Pertanian		Pertanian		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

								Kontribusi sektor pertanian/perkebunan  terhadap PDRB

								Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

								Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

								Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

								Cakupan bina kelompok petani

								Nilai tukar petani

		22		Dishutbun		Kehutanan		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

								Kerusakan Kawasan Hutan

								Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

				Dishutbun		Pangan

		23		Distamben		Energi dan sumber daya mineral		Pertambangan tanpa ijin

								Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 

		24		Bappeda		Perencanaan		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

								Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

								Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

								Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

				Bappeda		Litbang

				Bappeda		Statistik

		25		DPKD		Keuangan		Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 

		26		BKDD		Kepegawaian serta Diklat

		27		Setda & KDH		Fungsi lain

				Bag Adm Pemerintahan Setda		Pertanahan		Persentase luas lahan bersertifikat 

								Penyelesaian kasus tanah Negara

				Bag Umum Setda		Persandian

				Bag Ekonomi Setda		Penanaman modal		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 

								Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 

								Rasio daya serap tenaga kerja

								Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

		28		Set DPRD & DPRD		Fungsi lain

		29		Inspektorat		Fungsi lain (Pengawasan)

		30		BPBD		Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

		31		KPT		Penanaman modal		Penyelesaian izin lokasi

								Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

								Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

								Lama proses perijinan 

								Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 





		32		Kecamatan

				BPS				Pertumbuhan PDRB

								PDRB per kapita

								Daya Beli		(Ribu Rp)		8.27		8.361		8.42		8.455		8.515																						8.27		8.361		8.42		8.455		8.515																				8.27		8.361		8.42		8.455		8.515

								sulsel										9.633		9.723																												9.633		9.723																										9.633		9.723

								Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

								Persentase penduduk yang memiliki lahan

								Rasio penduduk yang bekerja

								Pertumbuhan ekonomi 

								Kemiskinan 

								Buku ”kabupaten dalam angka”

								Buku ”PDRB kabupaten”

								Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

								Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

								Produktivitas total daerah 

								Jenis dan jumlah bank dan cabang

								Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

								Rasio ketersediaan daya listrik 

								Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 

								Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 

								Angka kriminalitas 



				Pemprov Sulsel				Laju inflasi provinsi

								Indeks Gini

								Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

								Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)





Penjelasan Format Isian RPJMD

		NO		SKPD		URUSAN		JENIS DATA (lihat di Permendagri 54 Tahun 2010 lampiran 1)		SATUAN		RUMUS		CAPAIAN												Misi		Tujuan		PERMASALAHAN (sektoral)		ISU STRATEGIS (internasional/ nasional/ regional)*		VISI*		MISI*		TUJUAN*		SASARAN (per urusan/ kinerja Ka SKPD/ eselon 2)		INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)		SATUAN		Kondisi Awal 2015		TARGET (angka numerik)														STRATEGI (bgmn tujuan & sasaran akan dicapai)		ARAH KEBIJAKAN (pedoman utk mengarahkan strategi dlm mencapai tujuan & sasaran)		KEBIJAKAN UMUM		PROGRAM (kinerja eselon 3)- lihat di Permendagri No 13 tahun 2006		INDIKATOR PROGRAM (HASIL)		SATUAN		TARGET (angka numerik)														PAGU INDIKATIF														KEGIATAN (kinerja eselon 4) Lihat di Permendagri No 13 Tahun 2006		INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN)		SATUAN		TARGET (angka numerik)														PAGU INDIKATIF (total pagu naik 5% per tahun)

														2010		2011		2012		2013		2014		2015																								5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021														5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021		5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021								5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021		5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		1		Dikorda		Pendidikan		Angka melek huruf		persen								82.5		83.11										- Rendahnya capaian ...		- Dimulainya MEA						- Meningkatkan		- Meningkatnya

								- sulsel		persen								88.73		89.73										- Rendahnya tingkat ...		- Bencana kekeringan						- Mengembangkan		- Menguatnya

								Angka harapan lama sekolah																						- Masih tingginya kasus ...		- Meningkatnya beban fiskal Pemda						- Memprakarsai		- Naiknya

								- metode baru		persen				11.42		11.65		11.76		12.19		12.45								- Tingginya angka ...		- Besarnya dukungan Pempus thd ketahanan pangan						- Menyediakan		- Bertambahnya

								- sulsel		persen				11.47		11.82		12.16		12.52		12.9										- Maraknya pasar modern yg menggeser pasar tradisional						- Menjamin		- Turunnya

								Angka rata-rata lama sekolah																														- Menurunkan		- Berkurangnya

								- metode lama		tahun				6.67		6.83		7.23		7.24		7.37																- Memperluas

								- metode baru		tahun				6.34		6.5		6.52		6.74		6.99																- Merelokasikan

								- sulsel												7.45		7.49																- Memproduksi

								Angka partisipasi kasar																														- Memelihara

								Angka pendidikan yang ditamatkan																														- Merevitalisasi

								Angka partisipasi murni																														- Mengorientasikan

								- APM SD/MI/Paket A																														- Mentransformasikan

								- APM SD/MI/Paket B																														- Membangun

								- APM SD/MI/Paket C

								Pendidikan dasar:

								- Angka partisipasi sekolah

								- Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

								- Rasio guru/murid

								- Rasio guru/murid per kelas rata-rata

								Pendidikan menengah:

								- Angka partisipasi sekolah

								- Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

								- Rasio guru/murid

								- Rasio guru/murid per kelas rata-rata

								- Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

								Fasilitas pendidikan:

								- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

								- Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

								Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

								Angka putus sekolah:

								- Angka putus sekolah (APS) SD/MI

								- Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs

								- Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs

								Angka kelulusan:

								- Angka kelulusan (AL) SD/MI

								- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs

								- Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

								- Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

								- Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

								- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

				Dikorda		Kepemudaan dan olah raga		Jumlah klub olahraga

								Jumlah gedung olahraga

								Jumlah organisasi pemuda 

								Jumlah organisasi olahraga 

								Jumlah kegiatan kepemudaan 

								Jumlah kegiatan olahraga 

								Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

								Lapangan olahraga

		2		Dinkes		Kesehatan		Angka kelangsungan hidup bayi

								Angka usia harapan hidup

								metode lama		tahun				71.61		71.78		71.96		72.04																														71.61		71.78		71.96		72.04																				71.61		71.78		71.96		72.04

								metode baru		tahun				69.72		69.75		69.77		69.78		69.78																												69.72		69.75		69.77		69.78		69.78																		69.72		69.75		69.77		69.78		69.78

								sulsel												69.5		69.6																																		69.5		69.6																								69.5		69.6

								Persentase balita gizi buruk																						masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat										meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat		angka harapan hidup

								Rasio posyandu per satuan balita

								Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

								Rasio rumah sakit per satuan penduduk

								Rasio dokter per satuan penduduk

								Rasio tenaga medis per satuan penduduk

								Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

								Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

								Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

								Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

								Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

								Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

								Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

								Cakupan kunjungan bayi

								Cakupan puskesmas

								Cakupan pembantu puskesmas

		3		RSUD Syekh Yusuf		Kesehatan

		4		Dinas PU		Pekerjaan umum dan penataan ruang		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 

								Rasio Jaringan Irigasi

								Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 

								Persentase rumah tinggal bersanitasi 

								Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 

								Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 

								Rasio rumah layak huni 

								Rasio permukiman layak huni 

								Panjang jalan dilalui Roda 4 

								Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) 

								Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

								Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air   ( minimal  1,5 m)

								Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

								Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

								Drainase  dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 

								Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 

								Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

								Ruang publik yang berubah peruntukannya 

				Dinas PU		Perumahan rakyat dan kawasan permukiman		Rumah tangga pengguna air bersih

								Rumah tangga pengguna listrik

								Rumah tangga ber-Sanitasi

								Lingkungan pemukiman kumuh

								Rumah layak huni

								Persentase Penduduk berakses air minum

								Persentase Luas pemukiman yang tertata

								Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

				Dinas PU (Kebersihan)		Lingkungan hidup		Persentase penanganan sampah 

								Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

		5		PSDA		Pekerjaan umum dan penataan ruang		Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota 

								Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

								Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 

								Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 

								Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun 

								Ketaatan terhadap RTRW 

								Luas wilayah produktif 

								Luas wilayah industri 

								Luas wilayah kebanjiran

								Luas wilayah kekeringan

								Luas wilayah perkotaan 

		6		Bakesbang		Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

								Kegiatan pembinaan politik daerah

		7		Satpol PP		Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 

								Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 

								Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

								Penegakan PERDA

								Cakupan patroli petugas Satpol PP

								Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

								Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

								Jumlah demo





		8		Dinsos, nakertrans		Sosial		Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

								PMKS yg memperoleh bantuan sosial

								Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

								Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

								Tingkat  waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

				Dinsos, nakertrans		Tenaga kerja		Angka partisipasi angkatan kerja 

								Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 

								Tingkat partisipasi angkatan kerja 

								Pencari kerja yang ditempatkan

								Tingkat pengangguran terbuka

								Keselamatan dan perlindungan

								Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

								Rasio lulusan S1/S2/S3

								Rasio ketergantungan

				Dinsos, nakertrans		Transmigrasi		Transmigran swakarsa 

								Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

		9		BKB dan PP		Pengendalian penduduk dan keluarga berencana		Rata-rata jumlah anak per keluarga 

								Rasio akseptor KB 

								Cakupan peserta KB aktif

								Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

				BKB dan PP		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 

								Partisipasi perempuan di lembaga swasta 

								Rasio KDRT 

								Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 

								Partisipasi angkatan kerja perempuan

								Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 

		10		Dinas Pertanian		Pangan

		11		KKP		Pangan		Regulasi ketahanan pangan

								Ketersediaan pangan utama 

		12		BLH		Lingkungan hidup		Pencemaran status mutu air

								Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

								Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

								Penegakan hukum lingkungan 

		13		Dinas Dukcapil		Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 

								Rasio bayi berakte kelahiran 

								Rasio pasangan berakte nikah 

								Kepemilikan KTP

								Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

								Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

								Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

		14		BPMPD		Pemberdayaan masyarakat dan desa		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

								Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 

								Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 

								Jumlah LSM 

								LPM  Berprestasi

								PKK aktif

								Posyandu aktif

								Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

								Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

								Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 

		15		Dishubkominfo		Perhubungan		 

								Rasio ijin trayek 

								Jumlah uji kir angkutan umum 

								Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 

								Angkutan darat 

								Kepemilikan KIR angkutan umum

								Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

								Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

								Pemasangan Rambu-rambu

				Dishubkominfo		Komunikasi dan informatika		Jumlah jaringan komunikasi 

								Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 

								Jumlah surat kabar nasional/lokal 

								Jumlah penyiaran radio/TV lokal 

								Web site milik pemerintah daerah

								Pameran/expo

		16		Dinas Koperasi dan UMKM		Koperasi, usaha kecil, dan menengah		Persentase koperasi aktif 		Unit				56.43		57.77		76.06		71.07		73.46		78.57		1. Mengimplementasikan pelayanan prima		1. Meningkatkan pelayanan Koperasi dan UMKM		1. Masih rendahnya kualitas administrasi usaha koperasi.                  2. Terbatasnya akses permodalan KUMKM dari Lembaga Keuangan.                            3. Akses pemasaran produk KUMKM masih terbatas.                                            4. Terbatasnya sarana dan prasana produksi KUMKM masih terbatas.                        5. Rendahnya SDM  pengelola KUMKM.       6. kurangnya partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi.              		Perlunya Peningkatan SDM pelaku Koperasi dan UMKM dalam menghadapi pasar bebasMasyarakat Ekonomi Asean (MEA)								1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi		Akses ke Lembaga permodalan bagi KUMKM		Unit/Desa		5		167		17		20		25		33		35		37								Program Pelayanan AdministrasiI Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		%		100		100		100		100		100		100		100				211,517,686.00		222,093,570.30		233,198,248.82		244,858,161.26		257,101,069.32		269,956,122.78		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan																						39,435,000.00		41,406,750.00		43,477,087.50		45,650,941.88		47,933,488.97		50,330,163.42

																																																																																																						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																						835,000.00		876,750.00		920,587.50		966,616.88		1,014,947.72		1,065,695.10

																																																																																																						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						800,186.00		840,195.30		882,205.07		926,315.32		972,631.08		1,021,262.64

																																																																				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan  pelayanan sarana dan prasarana aparatur.		%		100		100		100		100		100		100		100				148,730,000.00		156,166,500.00		163,974,825.00		172,173,566.25		180,782,244.56		189,821,356.79		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah																						131,087,500.00		137,641,875.00		144,523,968.75		151,750,167.19		159,337,675.55		167,304,559.32

																																										Jumlah Lembaga Pra Koperasi 		Kelompok/Desa/Kelurahan		18		167		21		23		25		28		32		38																																										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik																						31,800,000.00		33,390,000.00		35,059,500.00		36,812,475.00		38,653,098.75		40,585,753.69

																																																																				Program peningkatan disiplin aparatur		Presentase pegawai yang memiliki potensi sesuai bidangnya.		%		100		100		100		100		100		100		100				29,400,000.00		30,870,000.00		32,413,500.00		34,034,175.00		35,735,883.75		37,522,677.94		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan																						7,560,000.00		7,938,000.00		8,334,900.00		8,751,645.00		9,189,227.25		9,648,688.61

								Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 		Unit		Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM														2. Menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kewirausahaan yang berdaya saing		2. Meningkatnya jumlah UMKM Unggulan												2. Meningkatnya UMKM Unggulan, satu UMKM unggulan satu desa/kelurahan																																																														Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor																						7,200,000.00		7,560,000.00		7,938,000.00		8,334,900.00		8,751,645.00		9,189,227.25

																																																																				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat  ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan		%		100		100		100		100		100		100		100				73,892,000.00		77,586,600.00		81,465,930.00		85,539,226.50		89,816,187.83		94,306,997.22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor																						5,400,000.00		5,670,000.00		5,953,500.00		6,251,175.00		6,563,733.75		6,891,920.44

																																										Jumlah UMKM Unggulan		Unit/Desa		18		197		25		30		35		37		40		30																																										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor																						84,110,000.00		88,315,500.00		92,731,275.00		97,367,838.75		102,236,230.69		107,348,042.22

																																																																																																						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional																						52,020,000.00		54,621,000.00		57,352,050.00		60,219,652.50		63,230,635.13		66,392,166.88

																																																																				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase pegawai yang memiliki potensi sesuai bidangnya.		%		100		100		100		100		100		100		100				10,000,000.00		10,500,000.00		11,025,000.00		11,576,250.00		12,155,062.50		12,762,815.63		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya																						15,000,000.00		15,750,000.00		16,537,500.00		17,364,375.00		18,232,593.75		19,144,223.44

																																										Jumlah UMKM yang mengolah bahan baku lokal		Unit/ Kecamatan		30		36		2		4		5		7		8		10																																										Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu																						14,400,000.00		15,120,000.00		15,876,000.00		16,669,800.00		17,503,290.00		18,378,454.50

																																																																																																						Pendidikan dan pelatihan formal																						10,000,000.00		10,500,000.00		11,025,000.00		11,576,250.00		12,155,062.50		12,762,815.63

																																																																																																						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran																						7,583,000.00		7,962,150.00		8,360,257.50		8,778,270.38		9,217,183.89		9,678,043.09

																																																																																																						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran																						8,479,000.00		8,902,950.00		9,348,097.50		9,815,502.38		10,306,277.49		10,821,591.37

																																																																																																						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun																						5,142,000.00		5,399,100.00		5,669,055.00		5,952,507.75		6,250,133.14		6,562,639.79

																										3. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi KUMKM		3. Meningkatnya Jumlah Koperasi dan UMKM  yang mengakses ke Lembaga keuangan 																																																																										Penyusunan RENJA,RKA & RENSTRA																						7,583,000.00		7,962,150.00		8,360,257.50		8,778,270.38		9,217,183.89		9,678,043.09

																																								3. Meningkatnya pembinaan Koperasi aktif tersebar di 18 Kecamatan		Jumlah Koperasi Aktif		Unit				535		439		454		484		504		520		535																																										Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD																						8,479,000.00		8,902,950.00		9,348,097.50		9,815,502.38		10,306,277.49		10,821,591.37

																																																														1.Meningkatkan partisipasi masyarakat Koperasi  dan UMKM                           2. Meningkatkan  SDM dan kelembagaan koperasi                                         3. Meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM yang memiliki akses kemitraan                                  4. Meningkatkan produk KUMKM unggulan                   		1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM                           2. Meningkatkan produk KUMKM yang berdaya saing		1. Peningkatan ketatalaksanaan penyuluhan koperasi serta Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelatihan                                2. Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan legalisasi KUMKM                                                       3. Peningkatan pengembangan kerjasama KUMKM dan informasi bisnis serta pengembangan pemasaran                                    4. Peningkatan akses KUMKM di pihak ketiga 5.Peningkatan produk KUMKM yang mempunyai pangsa pasar		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		%		100 %             (400 Kop/UMKM)		100 %  (80 Unt Kop/UMKM)		100 % (80 Unit Kop/UMKM)		100%( 80 Unit Kop/UMKM)		100% (80 Unit Kop/UMKM		100%   (80 Unit Kop/UMKM		100%  (80 Unit Kop/UMKM)		100 %  (400 Unit Kop/UMKM)		72,182,000.00		75,791,100.00		79,580,655.00		83,559,687.75		87,737,672.14		92,124,555.74		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajemen Koperasi																						52,688,000.00		55,322,400.00		58,088,520.00		60,992,946.00		64,042,593.30		67,244,722.97

								Jumlah BPR/LKM 		Unit		Jumlah BPR/LKM aktif 																																		429																																																								Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)																						45,837,000.00		48,128,850.00		50,535,292.50		53,062,057.13		55,715,159.98		58,500,917.98



																																										Jumlah Koperasi Berkualitas		Unit		250		400		260		280		300		315		355		400																																																																														-

																																																																				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah		%		100 %  (600 Unit Kop/UMKM)		100%   (120 Unit Kop/UMKM)		100 %  (120 Unit Kop/UMKM)		100 %  (120 Unit Kop/UMKM )  		100 %    120 Unit Kop/UMKM		100  %  (120 Unit Kop/UMKM) 		100 %  (120 Unit Kop/UMKKM)		 100 %  ( 600 Unit Kop/UMKM)		121,161,700.00		127,219,785.00		133,580,774.25		140,259,812.96		147,272,803.61		154,636,443.79		Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)																						26,345,000.00		27,662,250.00		29,045,362.50		30,497,630.63		32,022,512.16		33,623,637.76

																																																																																																						Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UKM dan Koperasi																						34,887,500.00		36,631,875.00		38,463,468.75		40,386,642.19		42,405,974.30		44,526,273.01				237,301,733.25

								Usaha Mikro dan Kecil 		Unit				98.0643402399		97.5871313673		95.67		95.94		95.94		95.92																4. Meningkatnya nilai investasi PDRB 3%		Cakupan Pembinaan UMKM dan Penerapan Teknologi Tepat Guna		Unit		25		36		2		4		5		7		8		10																																										Pengembangan Manajemen Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi dan UMKM																						44,812,100.00		47,052,705.00		49,405,340.25		51,875,607.26		54,469,387.63		57,192,857.01				304,807,997.15

																										4. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi		4. Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif																																								Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Persentase  Kualitas Kelembagaan Koperasi		%		100 % (1200 Unit Kop/UMKM)		100%      240 Unit Kop/UMKM)		 100 %  (240 Unit Kop/UMKM)		100 %   (240 Unit Kop/UMKM)		100 % (240 Unit Kop/UMKM)		100 %   (240 unit Kop/UMKM)		100 %  (240 Unit Kop/UMKM)		100 % (1200 Kop/UMKM		268,973,300.00		282,421,965.00		296,543,063.25		311,370,216.41		326,938,727.23		343,285,663.59		Pemberdayaan dan Pengembangan Produk UMKM yang Berdaya Saing																						41,462,100.00		43,535,205.00		45,711,965.25		47,997,563.51		50,397,441.69		52,917,313.77				282,021,589.22

																																																																																																						Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi																						25,748,500.00		27,035,925.00		28,387,721.25		29,807,107.31		31,297,462.68		32,862,335.81				175,139,052.05

																																																																																																						Sosialisasi Regulasi Penerbitan Nomor Induk Koperasi																						24,682,000.00		25,916,100.00		27,211,905.00		28,572,500.25		30,001,125.26		31,501,181.53

																																																																																																						Pengelolaan Data Koperasi dan UMKM																						88,106,800.00		92,512,140.00		97,137,747.00		101,994,634.35		107,094,366.07		112,449,084.37

																																										Meningkatnya luas lahan yang bersertifikat bagi UMKM		Unit		100		500		100		100		100		100		100		100																																										Sosialisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)																						130,436,000.00		136,957,800.00		143,805,690.00		150,995,974.50		158,545,773.23		166,473,061.89				887,214,299.61

																																																																				Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif		Persentase  Iklim Usaha yang Kondusif		%		100 %  ( 552 Klp/UMKM)		100%   (81  Klp UMKM)		100 % ( 85 Klp UMKM)		100 %  ( 89 Klp UMKM)		100 % (94 Klp/UMKM)		100 %  (99 Klp/UMKM		100 % ( 104 Klp/UMKM)		100 %  ( 552 Klp/UMKM)		437,144,000.00		459,001,200.00		481,951,260.00		506,048,823.00		531,351,264.15		557,918,827.36																																						-

																																																																																																						Penguatan Kapasitas Usaha bagi Kelompok Wirausaha																						437,144,000.00		459,001,200.00		481,951,260.00		506,048,823.00		531,351,264.15		557,918,827.36



		17		Disperindag		Perdagangan		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB																																																												Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																																		Penguatan Kapasitas Usaha bagi Kelompok Wirausaha

								Ekspor Bersih Perdagangan																																																												Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

								Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal																																																												Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

				Disperindag		Perindustrian		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB																																																												Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

								Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri																																																												Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

								Pertumbuhan Industri

								Cakupan bina kelompok pengrajin







				Disperindag		Penanaman modal

		18		Disbudpar		Kebudayaan		Jumlah grup kesenian

								Jumlah gedung kesenian

								Penyelenggaraan festival seni dan budaya

								Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

								Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

				Disbudpar		Pariwisata		Kunjungan wisata

								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

								Jenis, kelas, dan jumlah restoran 

								Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 

		19		Kantor PAPDE		Komunikasi dan informatika		Sistim Informasi Manajemen Pemda

						Perpustakaan		Jumlah perpustakaan

								Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 

								Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

				Kantor PAPDE		Kearsipan		Pengelolaan arsip secara baku 

								Peningkatan SDM  pengelola kearsipan

		20		Diskanlanak		Kelautan dan perikanan		Produksi perikanan

								Konsumsi ikan

								Cakupan bina kelompok nelayan

								Produksi perikanan kelompok nelayan

				Diskanlanak		Pangan

		21		Dinas Pertanian		Pertanian		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

								Kontribusi sektor pertanian/perkebunan  terhadap PDRB

								Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

								Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

								Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

								Cakupan bina kelompok petani

								Nilai tukar petani

		22		Dishutbun		Kehutanan		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

								Kerusakan Kawasan Hutan

								Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

				Dishutbun		Pangan

		23		Distamben		Energi dan sumber daya mineral		Pertambangan tanpa ijin

								Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 

		24		Bappeda		Perencanaan		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

								Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

								Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

								Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

				Bappeda		Litbang

				Bappeda		Statistik

		25		DPKD		Keuangan		Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 

		26		BKDD		Kepegawaian serta Diklat

		27		Setda & KDH		Fungsi lain

				Bag Adm Pemerintahan Setda		Pertanahan		Persentase luas lahan bersertifikat 

								Penyelesaian kasus tanah Negara

				Bag Umum Setda		Persandian

				Bag Ekonomi Setda		Penanaman modal		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 

								Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 

								Rasio daya serap tenaga kerja

								Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

		28		Set DPRD & DPRD		Fungsi lain

		29		Inspektorat		Fungsi lain (Pengawasan)

		30		BPBD		Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

		31		KPT		Penanaman modal		Penyelesaian izin lokasi

								Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

								Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

								Lama proses perijinan 

								Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 





		32		Kecamatan

				BPS				Pertumbuhan PDRB

								PDRB per kapita

								Daya Beli		(Ribu Rp)				8.27		8.361		8.42		8.455		8.515																												8.27		8.361		8.42		8.455		8.515																		8.27		8.361		8.42		8.455		8.515

								sulsel												9.633		9.723																																		9.633		9.723																								9.633		9.723

								Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

								Persentase penduduk yang memiliki lahan

								Rasio penduduk yang bekerja

								Pertumbuhan ekonomi 

								Kemiskinan 

								Buku ”kabupaten dalam angka”

								Buku ”PDRB kabupaten”

								Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

								Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

								Produktivitas total daerah 

								Jenis dan jumlah bank dan cabang

								Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

								Rasio ketersediaan daya listrik 

								Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 

								Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 

								Angka kriminalitas 



				Pemprov Sulsel				Laju inflasi provinsi

								Indeks Gini

								Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

								Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)













																																																														 



														0		0		0		0
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		PROGRAM  (Permendagri No 13 tahun 2006)		INDIKATOR PROGRAM (HASIL)		SATUAN		TARGET (angka numerik)														PAGU INDIKATIF

								5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021		5 Tahun		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		%		100		100		100		100		100		100		100				211,517,686.00		222,093,570.30		233,198,248.82		244,858,161.26		257,101,069.32		269,956,122.78





		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan  pelayanan sarana dan prasarana aparatur.		%		100		100		100		100		100		100		100				148,730,000.00		156,166,500.00		163,974,825.00		172,173,566.25		180,782,244.56		189,821,356.79



		Program peningkatan disiplin aparatur		Presentase pegawai yang memiliki potensi sesuai bidangnya.		%		100		100		100		100		100		100		100				29,400,000.00		30,870,000.00		32,413,500.00		34,034,175.00		35,735,883.75		37,522,677.94



		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat  ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan		%		100		100		100		100		100		100		100				73,892,000.00		77,586,600.00		81,465,930.00		85,539,226.50		89,816,187.83		94,306,997.22





		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase pegawai yang memiliki potensi sesuai bidangnya.		%		100		100		100		100		100		100		100				10,000,000.00		10,500,000.00		11,025,000.00		11,576,250.00		12,155,062.50		12,762,815.63















		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		%		100 %             (400 unit Kop/UMKM)		100 %        (80 Unt Kop/UMKM)		100 %         (80 Unit Kop/UMKM)		100%           (80 Unit Kop/UMKM)		100%          (80 Unit Kop/UMKM		100%         (80 Unit Kop/UMKM		100%          (80 Unit Kop/UMKM)		100 %           (400 Unit Kop/UMKM)		72,182,000.00		75,791,100.00		79,580,655.00		83,559,687.75		87,737,672.14		92,124,555.74







		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah		%		100 %        (600 Unit Kop/UMKM)		100%         (120 Unit Kop/UMKM)		100 %         (120 Unit Kop/UMKM)		100 %            (120 Unit Kop/UMKM)  		100 %          (120 Unit Kop/UMKM)		100  %      (120 Unit Kop/UMKM) 		100 %        (120 Unit Kop/UMKM)		 100 %         (600 Unit Kop/UMKM)		121,161,700.00		127,219,785.00		133,580,774.25		140,259,812.96		147,272,803.61		154,636,443.79





		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Persentase  Kualitas Kelembagaan Koperasi		%		100 %     (1200 Unit Kop/UMKM)		100%        (240 Unit Kop/UMKM)		 100 %       (240 Unit Kop/UMKM)		100 %       (240 Unit Kop/UMKM)		100 %        (240 Unit Kop/UMKM)		100 %       (240 unit Kop/UMKM)		100 %       (240 Unit Kop/UMKM)		100 %       (1200 Kop/UMKM)		268,973,300.00		282,421,965.00		296,543,063.25		311,370,216.41		326,938,727.23		343,285,663.59









		Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif		Persentase  Iklim Usaha yang Kondusif		%		100 %           (552 Klp/UMKM)		100%          (81  Klp/UMKM)		100 %         (85 Klp/UMKM)		100 %         (89 Klp/UMKM)		100 %        (94 Klp/UMKM)		100 %         (99 Klp/UMKM		100 %       (104 Klp/UMKM)		100 %       (552 Klp/UMKM)		437,144,000.00		459,001,200.00		481,951,260.00		506,048,823.00		531,351,264.15		557,918,827.36
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		NO		Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 		Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 

								2016		2017		2018		2019		2020		2021

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1		Akses ke Lembaga permodalan bagi KUMKM		5		17		20		25		33		35		37		172







		2		Jumlah Lembaga Pra Koperasi 		18		21		23		25		28		32		38		185

																								167

																								18

																								185

		3		Jumlah UMKM Unggulan		18		25		30		35		37		40		20		205





		4		Jumlah UMKM yang mengolah bahan baku lokal		30		2		4		5		7		8		10		66





		5		Jumlah Koperasi Aktif		429		439		454		484		504		520		535		535







		6		Jumlah Koperasi Berkualitas		250		260		280		300		315		355		400		400





		7		Cakupan Pembinaan UMKM dan Penerapan Teknologi Tepat Guna		25		2		4		5		7		8		10		61





		8		Meningkatnya luas lahan yang bersertifikat bagi UMKM		0		100		100		100		100		100		100		600
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